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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa kebijakan Pemerintah Daerah atas penggunaan tanah hak ulayat 

utnuk program transmigrasi di Distrik Arso adalah berdasarkan pada 

a. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura No. 

59/KPTS/BUP-JP/1981 tentang Pelepasan dan Penunjukan 

Tanah Untuk Keperluan Proyek Transmigrasi Arso Koya di 

Kecamatan Arso dan Kecamatan Abepura Daerah Tingkat II 

Jayapura, yang berisi mengenai pelepasan tanah hak ulayat dan 

penunjukan tanah seluas 18.000 Ha untuk keperluan proyek 

transmigrsi yang tidak disertai dengan ganti rugi kepada 

pemegang hak atas tanah.    

b. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura No. 

31/KPTS/BUP-JP/1983 tentang Perubahan Lokasi Pengadaan 

Tanah Untuk Proyek Transmigrasi di Kecamatan Arso Daerah 

Tingkat II Jayapura, berisi ketentuan bahwa pelepasan tanah 

hak ulayat seluas 12.000 Ha bagi transmigrasi diubah 

peruntukannya bagi perkebunan kelapa sawit.  

2. Bahwa berdasarkan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah tersebut 

atas penggunaan tanah hak ulayat untuk program transmigrasi melalui 
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pengadaan tanah dalam kenyataannya belum mewujudkan 

perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Distrik Arso. 

Hal ini disebabkan karena : 

a. Dalam pelepasan tanah hak ulayat seluas 68.000 Ha yang dikuasai 

Masyarakat Hukum Adat di Distrik Arso tidak disertai dengan 

pemberian ganti rugi. 

b. Masyarakat Hukum Adat Arso hanya diberikan sejumlah uang, 

sejumlah kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan lain 

sebagainya, yang diakui oleh Masyarakat Hukum Adat Arso 

sebagai rekognis dan tanda terima kasih Pemerinta kepada Mereka. 

   

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis, 

maka penulis ingin memberikan beberapa saran atas hasil yang diperoleh 

dari penelitian kepada Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun  

Pemerintah Daerah. 

1. Kiranya dalam melaksanakan pembangunan di suatu wilayah yang 

baru sungguh-sungguh melibatkan masyarakat khususnya 

Masyarakat Hukum Adat yang ada di wilayah tersebut dengan 

memperhatikan struktur masyarakat setempat, baik struktur sosial, 

ekonomi,  maupun budaya sehingga hasil kesepakatan yang 

terbentuk merupakan kesepakatan seluruh masyarakat khususnya 

Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian, dikemudian hari tidak 
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menjadi konflik antara Masyarakat Hukum Adat dan Pemerintah 

Daerah. 

2. Berkaitan dengan tuntutan adanya pelaksanaan pelepasan hak atas 

tanah yang sah dari  Masyarakat Hukum Adat yang pernah 

dilepaskan pada awal pembangunan wilayah dan  ganti rugi atas 

tanah tersebut, baik kiranya Pemerintah Daerah bersama dengan 

Pemerintah Pusat mengadakan dialog bersama dengan Masyarakat 

Hukum Adat Arso untuk membuat suatu kesepakatan mengenai 

pelepasan hak atas tanah yang sah dan ganti rugi. Jika dalam 

kesepakatan disepakati adanya ganti rugi yang jumlahnya sangat 

besar maka salah satu cara dapat melalui pemberian secara 

bertahap yang mana dapat dibebankan kepada APBD dalam jumlah 

persentase tertentu yang besarnya disepakati bersama. 
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